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PEMERIITTAII KABUPATEN PESISIR SELATAI{

DINAS PENDIDII{AN DAN KEBUDAYAAN
Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. (O756) 21602

SURAT PERJAI{JIAN KERJA

KBBIATAN :

]IENEUTITAIT/REHABILITASI GEDUNG DAI{ PENGADAAN SARAITA DAN PRASARANA
SEKOLAII DASAR {DAK REGI'LER 20191

PEKER.IAAN:
PEIIIBANGUNAN JAMBAN BARU SDIV 40 PASAR BARU LAKITAN

Antara
PIMTRINTAH KABUPATTN PESISIR SELATAN

Dengan
KEPALA SEKOLATI

Nomor : 43 /V/ SARPRAS-DAILSD/SWX/ DPK-PS/ 20 19

l'anggal : 2O Mei 2O19

bi irnt Sienlln tanggol Dua htkth bulan Mel tahun Dua Ribu Sembilo,n Belas, Kami gang
tutgdn dtbaudtint :

JAFRI, S.Pd

Kuasa Pengguna Aaggaran Btdang Pembiaaaa Sekolah Dasar

Tahun Anggaraa 2O19

Jl. II. Agus Salim - Painaa

untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pcnrcrintah Kabupaten PesisA
: 9oo/a3lKPTS/BPT-PS/2019i:erdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor

28 JANUARI 2019 selanjutnya disebut Pihak Pertama.

: l{. LILI RISWA}{TIRIA, S.Pd.SD

: Kepala Sekolah SDil 40 Pasar Baru Lakitan

: Lakitan

rlan af2s nAma jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatart
r : a2l/O69/BKPSDM-2018 Tangga-l 27 Februari 2O18 yang selanjutnya disebut Pihal< Kedua.

mi 661y2{2ftan tela}r setuju dan sepakat untuk mengikat dfi dalam suahr Pedanjian
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2O18 dengan ketentual-
dan syarat-syarat seperii dalam pasal-pasal di bawah ini :

klEran Kerja



Nomr
Tuqgal
Pekujaot

43/ V/ SARPRASDAI( SD/ SWW DPK-PS/ 20 1 9

20 MEr 2019

PembmgurnnJambm Bm SDN 40 P6u Bm IaMM

Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2O18 tentang pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2O18 tanggal 31 Desember
2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Ktrusus Fisik Tahun 2O19 menentukan
bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia
Pembangunan Sekolah secara swakelola yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah
penerima alokasi DAK sebagai bagran integral mana,jemen berbasis sekolah,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor I Tahun
2O19 tansgal 18 Januari 2O19 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019.

DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2O19,

ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian
Dana Alokasi Ktrusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan-
dan syarat-syar:rt seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal I
TUJI'AIT PER.IAITJIAI

Pe{anjian Kerja adalah untuk mela-lisanakan pekerjaan di bar,r'ah ini :

PemDaagunaa.Jamban Baru SDN 4O Pasar Baru Lakitarl
I(ecamatan Leagayang

Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sebagaimana yang tercantum dalam
& Gambar serta bertanggungiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

STI}TBER DAXA

dana pada ke#atan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran

MLAI PEKER.'AAT{

nilai pekerjaan tersebut dalam perjanji"an ini adalah seQesar Rp. IOO.OOO.OOO,OO
Juta Rupiah ) yang dibebankan pada DPA SKPD No. l.O1,Oi.01.01:.76.762 tanggal O2 Januari

2.

3.

4.



Nomr
Tarqgal
Pekerjam

PRII{SIP PEKER.'AAII

pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2019 meliputi

: 4s/ V/ SARPRASDAK.SD/ SWK/ DPK-PS/ 20 19

: 20MEI2O19
: PembmgunanJunbm Bm SDN 4O Pcu Bm lakitm

H&maan dikerjakan dengan mekanisrf, e swakelola,

mrryan asas transpa-ransi dan akuntabilitas,

L

L

3-

partisipasi masyarakat dalzm pengelolaan kegiatan,

kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

Pasal 5
PE$GAWASAN & PEMERTKSAAN

Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri dari pengawasan dan tindakan
pengoreksian, Pihak Pertama dibantu oleh Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengawas Lapangan yang bertindak untuk dan atas nama
Pihak Pertama dan akan diberitahukan seca,ra tertulis kepada Pihak Kedua.

Pihak Kedua ha11s mematuhi segala petunjuk {dalam hal teknis) dan atau perintah Direksi
Pekerjaan/ Pihak Pertama.

Pihak Pertama mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai
dengan ketentuan pelaksanaannya, baik mengenai ketentuan administrasi keuangan
maupun ketentuan tekrris.

Pasal 6
JAI{GKA WAI(TU PELI\KSAITAAIT

wal-tu pelaksanaan yang disebutkan dalam pasal I perjanjian ini ditetapkar selama 120 (

Dua Puluh ) Hari Kalender, terhitung mulai saat diierimanya dana DAK Tahun Anggaran 2O19

Pihak Kedua.

Pasal 7
CARA PEITYALI'RA-II DAilA

penyaluran dana sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 3 sebagai berikut :

Tahap l:25o/o (Dua puluh lima perseratus) rtari keseluruhan dala swakelola apabila
pelaksana swakelola telah siap untuk melaksalakan pekerjaan sw-akelola,

Tahap ll:45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keselu'ruhan dana swakelola apabila
peke{aan telah mencapai bobot 2592" (Dua puluh lima perseratus),

Tahap III : 3O7o (Tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan
telah mencapai bobot 7O% (Tujuh puluh perseratus),



Imbayaran disalurkan ke no. Rekening sekolah penerima dengan rincian sbb :

Eening
kkening

NontDf

Tanggsj

Pekerjm

: DAK SD}{ 40 PASAR AARU LAIGTAN

: O4O1.O21O.O5932-1

: CAPEM I(AilBANG

43/V/ SARPRASDAICSD/ SWK/ DPK-PS/ 2019
20 MEI 2019
Pernbuqam Jambm Bm SDN 4O Puu Bm Inkitm

L

Pasal 8
PEI(ER.'AAI{ TAUBAII KI'RAlttG

Penyimpangan-penyiapangan serta perubahan-perubahan yang merupakan penambahan
atau pengurangan pekedaan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertuiis dari
Pihak Pertama dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas.

Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu
pelaksanaan pekerjaan kecuali atas persetujuan tertulis Pihak Pertama.

Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala kerugian Pihak Perlama sebagai akibat
perbuatan orzrng - orang yang dipekerjakannS'a.

Pasal 9
PEI,APORAN

Pihak kedua wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekedaan /
kemajuan pekerjaan kepada Pihak Pertarna.

Segala laporan atau catatan pekerjaan dibuat dalam bentuk butrm harian yang telah :
disetujui oleh Pihak Pertama dan hzrrus zrda dilokasi pekerjaan.

Pihak kedua wajib membuat dan men_yerahkan kepada Pihak Pertama foto-foto kegiatan
beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

Laporan pertanggungiawaban kegiatan harrs sudah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari ka-lender terhitung saat selesainya
pelaksanaan pekerjaal, dilampiri antara lain :

Berita Acara Serah Terima,

Bukti pengeluaran (kwitansi), faktur setiap pembelian barang dan bukti pengeluaran
lainnya,

Bukti setoran pajak,

Bukti teknis lainnya

2-

a

L

3-



Nomor

Tanggal

Pekerjm

: 43/ V/ SARPRA1DAK.SD/ SwK/ DPK-PS/ 2O1 9

:20MEi2olg
: Pemballgunm Jambe Bm SDN 4O Preu Bm lnkitan

L

l

3-

Pasal 1O
SANXSI

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan hamf3larrT.irrtangan yang berada diluar
batas kemampuan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua segera menyampaikurn secara tertulis
kepada Pihak Pertama.

Apabila dalam pelaksanaan pekerl'aan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan
dari ketentuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gembar rencana, maka Pihak
Pertama seczra sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

Pemutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas kepada F,illak
Kedua/penerima bantuan wqiib mengembalikan seluruh dana dal disetorkan ke kas daeratr

Pasal 11
PAJAK

Pajak yang imbul akibat dari pelaksanaal kegiatan/peke{aan wajib dipungut dal
disetorkan ke Negara oleh Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12
TTORCE MAJETIRE

Force Majeure adalah suatu kejadian yang menghambat pelaksanaan pekerjaan yang sedang
beg'alan sedangkan kejadiannya diluar kehendak/kewenangan dari Pihak Kedu.:. seperli
bencaaa alam, epidemik, peperangal, pemogokan, sabotase, penberontakan/derionstrasi.

Apabila terjadi force majeure maka Pihali Kedua segera memberitahukan kepada Pihak
Pertama sec.rra tertuus selambat-IambatD-va dalam kurun waktu 3 (Tiga) hari sejak
terjadinya force m4jeure dengan dilengkapi bukti tertxlis yang dikeluarkan oleh pihak
benvenang.

Ebrdasarkan pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua ssfagaimar2 yang dimalsud dalam
ayat (2) maka Pihak Pertama akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil
keputusan, menyetujui atau menoiak permohonan dari pihak Kedua tersebut.

Apabila permohonan terrulis dari Pihak Kedua tentarg force mqjeure diterima/Cisetujui
maka akan dilakukan perubahan perjanjiar sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.



r Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada
tanggal tersebut di atas. Surat Peqianjian ini dibuat dalem rzmgkap g (deiapan), + (empati
diantaranya bermaterei cukup dan 4 (empat) rangkap lainnya iasLg-masing mempunyai
r hukum yang sema.

Nomr
Tutggal
Pekajm

Pasal 13
PETITTITI'P

Dihetahui Otreh,
Kepala Dlnas Pendidt&aa daa

Kebudayaaa
Kebupatelr Peeislr Setatar,

H. ZIrUUrLI.S.Pd.u.Pd
NIP. 19591231 198512 1 00s

43/ V/ SARPRA*DAK.SD/ SWK/ DPIGPS/ 2A1 g

20 Mbt 2019
PenbangurnnJambm Bm SDN 4O pasar Bont Imlcitm

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAI( PEIErIAUA,

Kuasa Pengguta Aaggaraa

PIEAI(M;DUA,
&,bhh ADIr 40 PasarBaru

LattteE

19630408 198303 2 013

W,
JATRI. S.Pd

NrP. 19690530 199711 I OOl


